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   BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG  

PENGUASAAN HUTAN BAGI  PERSEORANGAN 

 

A. Tinjauan Perorangan Sebagai Pelaku Tindak  Pidana  Illegal Logging 

 Perkembangan stuktur budaya serta peradaban yang dari waktu ke  

waktu pada dasarnya menimbulkan beberapa dampak yang mana dilihat dari sisi 

yang berlainan menimbulkan dampak yang positif maupun negatif, dari beberapa 

perubahan tersebut tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. 

Pada masa lampau manusia hanya berupaya untuk memenuhi kebutuhan primer 

saja, namun semua hal tersebut mengalami perubahan dimana manusia pada 

dewasa ini tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan primer saja namun 

pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier juga. 

  Akibat dari perkembangan pandangan yang berlebihan juga 

menimbulkan persaingan antar manusia, kerakusan pun terjadi yang 

menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Definisi 

lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, 

daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang 

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan. Manusia sejak 

lahir di dunia ini telah berada pada suatu lingkungan hidup, lingkungan hidup 

adalah bagian mutlak yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Manusia 

dengan segala aktivitas hidupnya mencari makan, minum serta memenuhi 
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kebutuhan lainnya, lingkungan hidup sebagai sumber pertama dan terpenting bagi 

pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut.  

 Oleh karena itu, seharusnya manusia menjaga dan melestarikan 

lingkungan dengan baik, serta tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan 

kerusakan pada lingkungan, karena lingkungan adalah bagian terpenting dari 

kehidupan manusia, berkaitan dengan lingkungan hidup diatur dalam Undang-

undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kejahatan 

terhadap lingkungan saat ini sering terjadi, misalnya saja kejahatan terhadap 

sektor kehutanan,  kehutanan adalah sektor yang paling sering mendapatkan 

tekanan ekploitasi berlebihan, laju kerusakan hutan menurut versi WALHI 

(Wahana Lingkungan Hidup) pernah mencapai angka 3,4 juta hektar setiap tahun, 

kerugian akibat illegal logging pun berkisar 40-65 trilyun setiap tahunnya. Tahun 

2003 laju kerusakan menurun menjadi 3,2 juta hektar dan 2005 berkisar 2,4 juta 

hektar, penurunan angka laju kerusakan ini bukan disebabkan oleh efektivitas 

penegakan hukum, melainkan semakin langkanya kayu yang dapat dijarah oleh 

para penjahat kehutanan.  Illegal logging  tidak satu-satunya kejahatan di sektor 

kehutanan yang menyebabkan kondisi hutan kritis.10 

 Analisis dampak kerusakan lingkungan hutan dewasa ini mendapatkan 

perhatian yang lebih dari berbagai pihak, yaitu :11  

1. Dalam sebuah study kerjasama antara Britania Raya dengan Indonesia pada 

tahun 1998 mengindikasikan bahwa sekitar 40% dari seluruh kegiatan 

penebangan adalah liar, dengan nilai mencapai 365 juta dolar Amerika Serikat.  
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Study yang lebih baru membandingkan penebangan sah dengan konsumsi 

domestik ditambah dengan ekspor mengindikasikan bahwa 88% dari seluruh 

kegiatan penebangan adalah merupakan penebangan liar. Malaysia merupakan 

tempat transit utama dari produk kayu illegal dari Indonesia.  

2. Data yang dikeluarkan Bank Dunia menunjukkan bahwa sejak tahun 1985-1997 

Indonesia telah kehilangan hutan sekitar 1,5 juta hektar setiap tahun dan 

diperkirakan sekitar 20 juta hektar hutan produksi yang tersisa. Penebangan liar 

berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan kayu pasar di pasar internasional, 

besarnya kapasitas terpancang industri kayu dalam negeri, konsumsi lokal, 

penegakan hukum, dan pemutihan kayu yang terjadi diluar kawasan tebangan.  

3. Berdasarkan hasil analisis FWI dan GFW dalam kurun waktu 50 tahun, luas 

tutupan hutan Indonesia mengalami penurunan sekitar 40% dari total tutupan 

hutan diseluruh Indonesia. Dan sebagian besar, kerusakan hutan (deforestasi) di 

Indonesia akibat dari sistem politik dan ekonomi yang menganggap sumber daya 

hutan sebagai sumber pendapatan dan bisa diekploitasi untuk kepentingan politik 

serta keuntungan pribadi.   

4. Menurut data Departemen Kehutanan tahun 2006, luas hutan yang rusak dan 

tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta hektar dari 120,35 juta 

hektar kawasan hutan di Indonesia, dengan laju deforestasi dalam 5 tahun terakhir 

mencapai 2,83 juta hektar per tahun. Bila keadaan seperti ini dipertahankan, di 

mana Sumatra dan Kalimantan sudah kehilangan hutannya, maka hutan di 

Sulawesi dan Papua akan mengalami hal yang sama. Menurut analisis  World 

Bank, hutan di Sulawesi diperkirakan akan hilang pada tahun 2010. Praktek  
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illegal logging dan ekploitasi hutan yang tidak mengindahkan kelestarian, 

mengakibatkan kehancuran sumber daya hutan yang tidak ternilai harganya, 

kehancuran kehidupan masyarakat dan kehilangan kayu senilai US$ 5 milyar, 

diantaranya berupa pendapatan negara kurang lebih US$ 1,4 milyar setiap tahun. 

Kerugian tersebut belum terhitung hilangnya nilai keanekaragaman hayati serta 

jasa-jasa lingkungan yang dapat di hasilkan dari sumber daya hutan.  

5. Peneltian Greenpeace mencatat tingkat kerusakan hutan di Indonesia mencapai 

angka 3,8 hektar pertahun, yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas illegal 

logging atau penebangan liar. Sedangkan data Badan Penelitian Departemen 

Kehutanan menunjukan angka 83 milyar rupiah perhari sebagai kerugian financial 

akibat penebangan liar.  

 Berdasarkan beberapa analisis mengenai fakta kerusakan hutan di dunia 

khususnya Indonesia dari waktu terus mengalami peningkatan yang signifikan, 

walaupun pada saat tertentu mengalami penurunan pada prinsipnya bukan 

penurunan dalam segi pembalakan liarnya tetapi penurunan ini diakibatkan oleh 

terus berkurangnya kekayaan hutan atau dalam hal ini kayu yang terus menerus 

dikuras oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.  

 Hal yang mendasar kegiatan  illegal logging di Indonesia sulit 

diberantas diakibatkan oleh beberapa faktor, baik dari segi budaya masyarakat itu 

sendiri maupun penegakan hukum yang belum maksimal. Hutan di pulau 

Kalimantan khususnya diwilayah hukum Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi 

Kalimantan Tengah adalah merupakan aset dunia yang mungkin tidak dapat 

dibayar oleh harta benda, bukan hanya dilihat dari hasil hutannya saja tapi di 
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dalam hutan wilayah ini banyak terdapat satwa yang tergolong hampir punah, 

yaitu orang utan, beruang madu, serta satwa yang lainnya.  

 Dalam upaya pemberantasan tindak pidana  illegal logging dengan cara 

penegakan di bidang hukum adalah merupakan langkah penal yang mungkin 

merupakan langkah terakhir serta optimal yang dilakukan oleh Polri. Berdasarkan 

penjelasan umum dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

menyebutkan : Sebagai penunjang hukum administrasi berlakunya ketentuan 

pidana tetap memperhatikan asas Subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana 

hendaknya didayagunakan, apabila sanksi bidang hukum lain seperti sanksi 

perdata dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/ 

atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/ atau akibat perbuatannya relatif 

besar dan/ atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. 

 Essensi yang penting dalam praktek penebangan liar (illegal logging) 

ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek 

ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya dan lingkungan. Hal ini merupakan 

konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah  

 Akar Permasalah dalam Illegal Logging, dimana paling sedikit ada 4 

(empat) macam yaitu :12 

1. Sistem Pengelolaan Hutan di Indonesia yang membuka ruang untuk terjadinya 

praktek illegal logging. 

2.Tingkat kesejahteraan (gaji) Pejabat, Petugas dan masyarakat sekitar hutan 

rendah. 

3. Mentalitas yang tidak baik. 
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4. Kontrol yang lemah, baik kontrol instansional maupun kontrol sosial. 

 

B. Pertanggungjawaban Pidana Perseorangan 

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan 

teoreken baardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada 

pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang 

terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang 

terjadi atau tidak. Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau 

kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu: 13 

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari 

si pembuat;  

2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang 

berhubungan dengan kelakuannya yaitu : Disengaja dan Sikap kurang hati-

hati atau lalai;  

3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung 

jawaban pidana bagi si pembuat. 

Seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dihukum apabila si pelaku 

sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah 

pertangggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas 

pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas “Tidak dipidana tanpa ada 

kesalahan”. Untuk menentukan apakah seseorang pelaku tindak pidana dapat 

dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dlihat apakah orang 

tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan.  
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Secara doktrin kesalahan diartikan sebagai keadaan psikis yang tertentu 

pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan antara 

kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, 

sehingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana. 

Pertangggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika 

telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah 

melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan 

oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan 

diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. 

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu 

bertanggungjawab yang dapat diminta. Pada umumnya seseorang dikatakan 

mampu bertanggungjawab dapat dilihat dari beberapa hal yaitu : 

1. Keadaan jiwanya  

Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara. Tidak cacat 

dalam pertumbuhan (Gagu, Idiot, gila dan sebagainya). Tidak terganggu 

karena terkejut  (Hipnotisme, amarah yang meluap dan sebagainya). 

2. Dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya. Dapat menentukan 

kehendaknya atau tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak. 

Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. 

3. Ketercelaan dari tindakan tersebut. 

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam 

Pasal 44 ayat 1 yang berbunyi : “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak 
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dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam 

pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.” 

Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat 

dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari 

tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang 

sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat 

terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (opzet) 

atau karena “kelalaian” (culpa).  

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya 

berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat 

diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas 

tindak pidana yang dilakukannya. Roeslan Saleh menyatakan bahwa: 

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah 

dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-

pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan 

tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. 

Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan 

sebagai soal filsafat”.14 

Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana berdasarkan 

hukum pidana negara-negara yang menganut ‘common law system’, pada 

prinsipnya tidak memiliki perbedaan yang fundamental dengan ‘civil law system’. 

Hukum pidana Inggris mensyaratkan bahwa “pada prinsipnya setiap orang yang 

melakukan kejahatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, kecuali 
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ada sebab-sebab yang meniadakan penghapusan pertanggungjawaban yang 

bersangkutan (exemptions from liability)” 

 

C. Bentuk Kejahatan Illegal Logging 

 Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di 

dunia, dimana Indonesia merupakan urutan ketiga dari tujuh negara yang disebut 

Megadiversity Country. Hutan Indonesia merupakan rumah bagi ribuan jenis flora 

dan fauna yang banyak diantaranya adalah endemik di Indonesia. Dalam 

kenyataannya pemanfaatan hutan alam yang telah berlangsung sejak awal tahun 

1970-an ternyata memberikan gambaran yang kurang menggembirakan untuk 

masa depan dunia kehutanan Indonesia. Terlepas dari keberhasilan penghasil 

devisa, peningkatan pendapatan, menyerap tenaga kerja, serta mendorong 

pembangunan wilayah, pembangunan kehutanan melalui pemanfaatan hutan alam 

menyisakan sisi yang buram. Sisi negatif tersebut antara lain tingginya laju 

deforestasi yang menimbulkan kekhawatiran akan tidak tercapainya kelestarian 

hutan yang diperkuat oleh adanya penebangan liar (Illegal Logging). 

 Menurut konsep manajemen hutan, penebangan adalah salah satu rantai 

kegiatan yaitu memanen proses biologis dan ekosistem yang telah terakumulasi 

selama daur hidupnya. Penebangan sangat diharapkan atau jadi tujuan, tetapi 

harus dicapai dengan rencana dan dampak negatif seminimal mungkin (reduced 

impact logging). Penebangan dapat dilakukan oleh siapa saja asal mengikuti 

kriteria pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management), tetapi kegiatan 

penebangan liar (illegal logging) bukan dalam kerangka konsep manajemen 
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hutan. Penebangan liar dapat didefinisikan sebagai tindakan menebang kayu 

dengan melanggar peraturan kehutanan. Tindakan ini adalah sebuah kejahatan 

yang mencakup kegiatan seperti menebang kayu di area yang dilindungi, area 

konservasi dan taman nasional, serta menebang kayu tanpa ijin yang tepat di 

hutan-hutan produksi. Mengangkut dan memperdagangkan kayu illegal dan 

produk kayu illegal juga dianggap sebagai kejahatan kehutanan. 

 Pembalakan liar (illegal logging) sebagai kegiatan logging yang 

melanggar hukum. Illegal dapat diartikan tidak resmi, liar, tidak sah menurut 

hukum, tidak benar, melanggar aturan yang berlaku (onrechtmatige). Sedangkan 

logging adalah rangkaian kegiatan usaha kehutanan yang berawal dari 

perencanaan, pembangunan sarana dan prasarana, penebangan, pengangkutan dan 

pemasaran. Dengan demikian illegal logging adalah praktek kecurangan sejak dari 

perijinan, kegiatan, hasil kegiatan, pelaku dan tujuan penjualannya melanggar 

hukum. Illegal logging dalam konsep hukum administrasi tidak berarti tidak 

mempunyai izin (dokumen-dokumen perizinan), atau memiliki izin, namun ada 

cacat karena tidak memenuhi legalitas formal ataupun legalitas substansial. 

Keduanya memiliki akibat hukum tidak sah (illegal), sehingga muncul istilah 

illegal logging.15 

 Atau dengan kata lain, pengertian Illegal logging adalah meliputi 

serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan exploitasi sumber daya 

hutan yang berlebihan. Pelanggaran-pelanggaran ini terjadi di semua lini tahapan 

produksi kayu, misalnya pada tahap penebangan, tahap pengangkutan kayu 

gelondongan, tahap pemrosesan dan tahap pemasaran; dan bahkan meliputi 
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penggunaan cara-cara yang korup untuk mendapatkan akses ke kehutanan dan 

pelanggaran-pelanggaran keuangan, seperti penghindaran pajak. Pelanggaran-

pelanggaran juga terjadi karena kebanyakan batas-batas administratif kawasan 

hutan nasional, dan kebanyakan unit-unit hutan produksi yang disahkan secara 

nasional yang beroperasi di dalam kawasan ini, tidak didemarkasi di lapangan 

dengan melibatkan masyarakat setempat. 

 Illegal logging dalam konsep hukum adminitrasi tidak berarti tidak 

mempunyai izin (dokumen-dokumen perizinan), atau memiliki izin, namun ada 

cacat karena tidak memenuhi legalitas formal ataupun legalitas substansial. 

Keduanya memiliki akibat hukum tidak sah (illegal), sehingga muncul istilah 

iilegal logging. Sehingga ada perbedaan antara istilah tidak berizin dan memiliki 

izin akan tetapi mengandung cacat yuridis.  

 Adapun pelaku tindak pidana illegal logging adalah:16 

a. Pengusaha HPH/IPK/IUPHH; 

b. Pengusaha non HPH/IPK/IUPHH; 

c. Koperasi; 

d. Yayasan; 

e. LSM; 

f. Pengusaha transpotasi; 

g. Pengusaha industri kayu; 

h. Expedisi pengiriman kapal laut; 

i. Perorangan. 
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 Kayu yang tidak memiliki izin bisa saja didapat dari hasil pencurian 

atau pembalakan liar. Dalam konteks ini aparat Kepolisian dapat menangkap 

pencurian tersebut dan diproses dengan dakwaan pencurian sebagaimana yang 

diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dengan 

demikinan illegal logging masuk dalam ranah pidana. Di sisi lain akan berbeda 

apabila kayu-kayu yang ditebang tersebut ada izinnya, tapi terdapat cacat yuridis. 

Dalam hal ini ada cacat prosedur atas izin, dengan demikian yang diperbaiki 

adalah kelemahan prosedur yang ada, sedangkan cacat substansi harus 

mengulangi permohonan ijin dari awal untuk kayu-kayu tersebut. 

 Illegal logging sebagai tindakan perusakan hutan dan 

pembalakan/penebangan liar, merupakan salah satu pelanggaran Undang-undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, terutama Pasal 50 yang berbunyi: 

(1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. 

(2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha 

pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan 

kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang 

melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. 

(3) Setiap orang dilarang: 

a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara 

tidak sah; 

b. Merambah kawasan hutan; 

c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak 

sampai dengan: 
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1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 

2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 

3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 

4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 

5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 

6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari 

tepi pantai. 

d. Membakar hutan; 

e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan 

tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; 

f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, 

menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal 

dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; 

g. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan 

tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri; 

h. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi 

bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan; 

i. Menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara 

khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang; 

j. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga 

akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin 

pejabat yang berwenang; 
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k. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau 

membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; 

l. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan 

serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam 

kawasan hutan; dan 

m. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar 

yang tidak dilindungi Undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin 

dari pejabat yang berwenang. 

 

D. Subjek Tindak Pidana Illegal Logging 

 Sejauh ini definisi dari illegal logging masih banyak dipersoalkan. UU 

No. 41 Tahun 1999 sendiri tidak memberikan batasan dari Illegal Logging. Tidak 

adanya batasan yang jelas tersebut akan menyebabkan kebingunan aparat hukum, 

masyarakat dan menjadi peluang bagi para pelaku untuk membebaskan diri. 

Selain persoalan pengertian maka ruang lingkup dari illegal logging juga menjadi 

persoalan yang belum jelas hingga saat ini. 

 Persoalan lainnya, berkaitan dengan illegal logging yang juga mendasar 

adalah masalah kepemilikan lahan hutan. Tidak jelasnya status dan pengakuan 

atas kepemilikan lahan hutan masyarakat menyebabkan definisi dari illegal 

logging menjadi semakin kabur dan bahkan bisa dimanfaatkan oleh oknum aparat 

pemerintah untuk mencari keuntungan sendiri. 
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 Di sisi lain, berdasarkan fakta yang ada selama ini, banyak konsesi HPH 

(dan juga Perum Perhutani/Inhutani ?) justru berada di wilayah atau merupakan 

hutan milik masyarakat (adat). 

Beberapa Rekomendasi 

1. Perlu adanya kejelasan tentang pengertian dan ruang lingkup dari illegal 

logging. Inpres No. 5 Tahun 2001 tidak membuat pengertian walaupun judulnya 

sendiri menggunakan illegal logging. Hal ini dapat dibuat melalui amandemen 

UU No. 41/1999, atau Peraturan Pemerintah sebagai tindaklanjut UU tersebut 

(mungkinkah ?) atau untuk sementara melalui Keputusan Presiden. 

2. Penyebarluasan dampak dari penebangan liar kepada berbagai aparat penegak 

hukum (polisi, kejaksaan dan hakim) tentang berbagai peraturan yang ada dan 

berkaitan dengan illegal logging serta informasi mengenai dampak negatif serta 

kerugian negara dan masyarakat yang ditimbulkan (ingat beberapa putusan hakim 

di PN Tangerang yang memberikan sanksi hukum mati terhadap pelaku narkoba). 

3. Dibangunnya Kordinasi antar kelembagaan pemerintah, aparat penegak hukum, 

pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk LSM. Program Wanalaga yang 

dikembangkan oleh pihak kepolisian terkesan dilakukan secara sendiri-sendiri 

tanpa ada koordinasi tersebut. 

4. Adanya pedoman penegakan hukum terhadap penegakan hukum. Pedoman ini 

hendaklah dilakukan melalui suatu kajian yang mendalam dan melibatkan 

berbagai pihak serta berdasarkan kasus-kasus yang ada selama ini. Pedoman ini 

perlu kemudian didorong untuk dijadikan sebagai pegangan wajib bagi seluruh 

aparat penegak hukum. 
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5. Perlu kajian yang mendalam tentang kasus Illegal logging dari Aspek Hukum 

yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkrit bagi upaya minimisasi 

illegal logging dan upaya penegakan hukum yang tegas. 

6. Perlu adanya kejelasan dan penegasan atas status lahan hutan negara, adat 

maupun hak milik. Selain akan menyebabkan pastinya kepemilikan lahan, akan 

menjadi jelas pula hasil hutan yang ditebang berasal dari mana. Hal ini tentunya 

harus dilakukan melalui pemetaan partisipatif dan hasilnya disetujui oleh semua 

pihak. 

 

E. Ajaran Pertanggunganjawaban Pidana Bagi Perorangan 

 Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan 

hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya 

dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas 

tindak pidana yang dilakukannya. Roeslan Saleh menyatakan bahwa: “Dalam 

membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari 

satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu 

diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban 

pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana 

sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.17 

 Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana berdasarkan 

hukum pidana negara-negara yang menganut ‘common law system’, pada 

prinsipnya tidak memiliki perbedaan yang fundamental dengan ‘civil law system’. 

Hukum pidana Inggris mensyaratkan bahwa “pada prinsipnya setiap orang yang 
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melakukan kejahatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, kecuali 

ada sebab-sebab yang meniadakan penghapusan pertanggungjawaban yang 

bersangkutan (exemptions from liability)”.18 

 Chairul Huda menyatakan bahwa “pertanggungjawaban pidana adalah 

pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya”. Tegasnya, 

yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. 

Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak 

pidana yang dilakukan oleh seseorang. Berbicara masalah pertanggungjawaban 

pidana tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana. Orang tidak mungkin 

dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila tidak melakukan tindak pidana. 

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang 

dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 

kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Penolakan masyarakat terhadap 

suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan 

pidana) atas perbuatan tersebut. Hal ini merupakan cerminan, bahwa masyarakat 

melalui negara telah mencela perbuatan tersebut.  

 Barangsiapa atau setiap orang yang melakukan akan dicela pula. 

Pembuat dicela jika melakukan tindak pidana tersebut sebenarnya ia dapat berbuat 

lain. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat 

karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang 

terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut soal peralihan 

celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.  
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Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah “meneruskan 

celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap 

pembuatnya”.19 

 Andi Zainal Abidin menyatakan “baik negara-negara civil law maupun 

common law, umumnya merumuskan pertanggungjawaban pidana dirumuskan 

secara negatif. Hal ini berarti, dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana civil 

law system lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang 

dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan”. Dengan demikian, 

yang diatur adalah keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak 

dipidana (strafuitsluitingsgronden), yang untuk sebagian adalah alasan penghapus 

kesalahan. Sedangkan dalam praktek peradilan di negara-negara common law, 

diterima berbagai “alasan umum pembelaan (general defence) ataupun alasan 

umum peniadaan pertanggungjawaban (general excusing of liability)”.20 

 Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang 

diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana. 

Sementara itu, berpangkal tolak pada gagasan monodualistik (daad en dader 

strafrecht), proses wajar (due process) penentuan pertanggungjawaban pidana, 

bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga 

kepentingan pembuatnya itu sendiri. Proses bergantung pada dapat dipenuhinya 

syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika 

dijatuhi pidana. Menurut Galligan, “apabila persyaratan ini diabaikan dan tidak 

tampak keadaan kriminal yang menunjukkan pembuat dapat dicela, maka hukum 

dan institusinya telah gagal memenuhi fungsinya”.21   
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 Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana, terdapat dua 

pandangan, yaitu pandangan yang monistis, antara lain dikemukakan oleh Simon 

yang merumuskan “strafbaarfeit sebagai “eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, 

met schuld in verband staande handeling van een torekeningvatbaar persoon” 

(suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan 

dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap 

bertanggungjawab atas perbuatannya)”.22 Menurut aliran monisme, unsur-unsur 

strafbaarfeit itu meliputi baik unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, 

maupun unsur pembuat yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena itu, 

dicampurnya unsur perbuatan dengan unsur pembuatnya, maka dapatlah 

disimpulkan bahwa strafbaarfeit itu adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan 

pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi strafbaarfeit, maka 

pasti pelakunya dapat dipidana.  

 Sedangkan menurut pandangan dualistis, sebagaimana dikemukakan 

oleh Herman Kontorowicz pada tahun 1933 dalam bukunya yang berjudul Tut 

und Schuld dimana beliau menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan 

(schuld) yang ketika itu berkuasa, yang oleh beliau dinamakan “objektive schuld”, 

oleh karena kesalahan di situ dipandang sebagai sifat daripada kelakuan (merkmal 

der handlung). Untuk adanya strafvoraussetzungen (syarat-syarat penjatuhan 

pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya strafbare 

handlung (perbuatan pidana), lalu sesudah itu dibuktikan schuld atau kesalahan 

subjektif pembuat. 
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 Sehubungan dengan pandangan Herman Kontorowicz tersebut, 

Moeljatno selanjutnya mengatakan: “Oleh karena itu, syarat-syarat untuk adanya 

pidana (strafvorausset-zungen) yang umumnya tanpa dipikirkan dengan jelas dan 

sistematis, diikuti naluri yang memandangnya sebagai kualitet-kualitet handlung 

ibarat suatu merkmalshaufe (tumpukan syarat-syarat), sekarang hendaknya 

disistematisasi menurut hakikatnya syarat masing-masing, dengan memerhatikan 

dua segi tadi yang satu dengan lainnya, merupakan bentuk paralel. Pada segi 

handlung yang boleh dinaikan pula segi objektif atau “Tat”, ada 

“tatbestandsmaszigkeit” (hal mencocoki rumusan wet) dan tidak adanya alasan 

pembenar (Fehlen von rechtfertigungsgrunden). Pada segi handelde yang boleh 

dinamakan segi subjektif, sebaliknya ada “schuld” (kesalahan) dan tidak adanya 

alasan pemaaf (Fehlen von personalechen Strafoussshlieszungsgrunden). 

Sebagaimana hanya segi pertamanya sajalah yang mungkin tatbestandsmaszig, 

schuld.  

 Sementara itu segi-segi tersebut jika dipandang sebagai kesatuan, tidak 

hanya berdampingan semata-mata (paralelverhaltnis), bahkan yang satu 

merupakan syarat bagi yang lain (Bedingungsverhaltnis). Segi yang menjadi 

syarat adalah Tat, yaitu “dietrafbare Handlung” dalam makna Strafgesetzbuch, 

yang merupakan “das krimenelle Unrecht” sedangkan yang disyaratkan adalah 

segi schuld, oleh karena schuld baru ada sesudah unrecht atau sifat melawan 

hukumnya perbuatan, dan tak mungkin ada schuld tanpa adanya unrecht.23 

Pandangan Moeljatno  tersebut dapat dipandang sebagai teknik bagi hakim untuk 

menjatuhkan pidana, yaitu dapat memudahkan hakim untuk memberikan 

__________________________ 
   34.  Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2010), 
 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



32 
 

kualifikasi yang tepat bagi pembuat yang tak akan dijatuhkan pidana. Kalau salah 

satu perbuatan pidana tidak terbukti, maka bunyi putusannya ialah bebas 

(vrijspraak), sedangkan bila semua unsur perbuatan terbukti, pembuat tak 

langsung dipidana. Jika pembuat yang melakukan perbuatan tersebut ternyata 

tidak mampu bertanggungjawab atau dinyatakan tidak bersalah atau tidak lalai, 

ataupun ada alasan pemaaf, maka ia lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van 

alle rechtsver volging). 

 Berdasarkan uraian di atas, bahwa masalah pertanggungjawaban pidana 

berkaitan erat dengan unsur kesalahan, “membicarakan unsur kesalahan dalam 

hukum pidana berarti mengenai jantungnya”, demikian dikatakan Idema.24 Sejalan 

dengan itu, menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu: 

a.    Sifat melawan hukum (unrecht). 

b.   Kesalahan (schuld), dan 

c.    Pidana (strafe).25 

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa: 

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. 

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang 

yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal 

apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau 

tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai 

kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.26 
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 Sehubungan dengan hal itu Sudarto lebih lanjut menyatakan: 

“Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan 

perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. 

Meskipun pembuatnya memenuhi unsur delik dalam undang-undang dan tidak 

dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan 

pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang 

melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan 

lain, orang tersebut harus bisa dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya atau 

jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada 

orang tersebut.27 Disinilah berlaku apa yang disebut asas “tiada pidana tanpa 

kesalahan” (keine strafe ohne schuld)”.28 

 Berdasarkan pandangan dualistis yang juga menjadi dasar dalam 

rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan datang, tindak pidana 

(criminal act) dan pertanggungjawaban pidana (criminal liability) dipisahkan. 

Dipidana seseorang bukan saja karena perbuatannya yang jahat (actus reus), tetapi 

juga karena dirinya patut dicela karena pikirannya yang salah (mens rea). Dengan 

demikian, pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang 

menjadi syarat adanya pemidanaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu. 

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam kaitannya dengan masalah 

pertanggungjawaban pidana, beliau menyatakan bahwa: “Untuk adanya 

pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat 

dipertanggungjawabkan, dan ini harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang 

dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini 
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menyangkut subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh 

pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. 

  Namun, dalam kenyataannya memastikan siapa si pembuat adalah tidak 

mudah dan sulit. Selanjutnya dia menyatakan setelah pembuat ditentukan, 

bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya?. Masalah 

pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana 

yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat (yang melakukan tindak pidana). 

Artinya, pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang 

melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan 

dalam hukum pidana adalah si pembuat, tetapi tidaklah selalu demikian. Masalah 

ini tergantung juga pada cara atau sistem yang ditempuh oleh pembuat undang-

undang”.29 

 Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan 

pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan 

demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana 

yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu 

perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan 

tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang 

yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut 

sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada 

hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk 

bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. 
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Alf Ross menyatakan, “pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti ‘rightfully 

sentenced’ tetapi juga ‘rightfully accused’”.30 Pertanggungjawaban pidana 

pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan 

tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti 

menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi 

yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah. 

Pertama, pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-

syarat faktual (conditioning facts) dari pemidanaan,31 karenanya mengemban 

aspek preventif. Kedua, pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum 

(legal consequences)32 dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga 

merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana. “It is this connection 

between conditioning facts and conditioned legal consequences which is 

expressed in the statement about responsibility”.33  

 Berdasarkan konsep pertanggungjawaban pidana di atas, dapat 

dikatakan bahwa, “pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan 

yang menjadi syarat adanya pemidanaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal 

itu”.34Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam prakteknya di 

lapangan mengalami permasalahan yang komplek. Dimana dalam sistem 

peradilan pidana hakim tidak hanya dituntut untuk kreatif, tetapi lebih jauh lagi 

mampu mewujudkan keadilan. Jadi hakim dituntut untuk lebih kreatif dalam 

menggunakan khazanah peralatan yuridis yang ada untuk mewujudkan keadilan. 

Dimana terdapat kemungkinan jika hakim pidana hanya semata-mata menerapkan 

hukum, maka akan sulit untuk mewujudkan keadilan. Muladi bahkan mengatakan 
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“menerapkan hukum secara normatif dengan spirit hukum aslinya dalam kasus 

aktual dengan spirit yang sudah berubah merupakan malpraktek”.34  

 Dengan demikian, hakim di Indonesia tidak hanya berperan menerapkan 

hukum semata, tetapi menggali dan menafsirkannya, sehingga putusan yang 

dihasilkannya lebih mendekati kepada keadilan. Pameo bahwa hakim merupakan 

corong undang-undang sudah ditinggalkan. Peran hakim tidak hanya untuk 

menerapkan hukum, tetapi lebih jauh lagi, juga menggali, dan menafsirkannya. 

Hal ini tidak hanya terjadi pada masyarakat common law system, tetapi 

kecenderungan yang sama juga muncul pada masyarakat yang menggunakan civil 

law system, mengingat dewasa ini kedua keluarga hukum tersebut bergerak ke 

arah satu sama lain. Berikut akan diuraikan berbagai macam konsep 

pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang.        

__________________________ 
   34.  Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2010), 
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